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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam

sidang  majelis  yang  dilangsungkan  secara  elektronik  telah  menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK --, tempat tanggal lahir Tuban, 26 Agustus 1998 umur

26  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. TUBAN ;

Dalam hal ini  memberikan kuasa kepada ARIF VIYANTO,

S.H.  advokat/penasehat  hukum  yang  beralamat  di  Dusun

Kebon,Rt.  006  Rw.  002,Desa  Karangrejo  Kec.  Bancar,  Kab.

Tuban,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  Tanggal  20

November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor

1509/Adv/11/2024/PA.Tbn Tanggal  25 November 2024 dalam

hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email :

ariefviyanto99@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON,   NIK , tempat tanggal lahir Tuban, 03 November 1999

umur  25  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,  tempat kediaman di Ds. Pugoh RT 02

RW 01 Kec. Bancar Kab. Tuban;

Termohon;  

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanya tanggal  25 November

2024 yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tuban,  Nomor
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2545/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai

berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  04  Oktober  2015  telah  dilangsungkan

perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut

hukum  dan  sesuai  dengan  tuntunan  ajaran  agama  Islam.  Perkawinan

tersebut  telah  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan

Bancar,  Kabupaten  Tuban,  sebagaimana  tercatat  dalam Akta  Nikah  No.

0286/004/XI/2020 tertanggal 12November 2020;  

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan

berdasarkan  kehendak  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan  membentuk

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah

Swt;  

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah

kediaman orang tua termohon  di Ds. Pugoh Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bancar

Kab. Tuban;  

4. Bahwa  selama  masa  perkawinan,  Pemohon  dan  Termohon  telah

berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu)

Orang anak bernama: xxxxxxxx yang lahir di Tuban 22 Februari 2022 ( 2

tahun 9 bulan);

5. Bahwa  kebahagiaan  yang  dirasakan  Pemohon  setelah  berumah

tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai satu bulan pertama;  

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan

pertengkaran secara terus menerus sejak bulan maret 2023 sampai dengan

saat ini, yang penyebabnya antara lain:

 Adanya  ketidakcocokan  dan  perbedaan  persepsi  antara

Pemohon dan Termohon dalam membangun rumah tangga; 

 Termohon  selalu  mengelukan  nafkah  yg  diberikan  oleh

Pemohon tidak cukup;  

7. Bahwa  puncak  dari  percekcokan  antara  Pemohon  dan  Termohon

terjadi pada bulan April 2024 dimana Pemohon pergi dan pulang kerumah

orang  Pemohon.  Sehingga  sejak  saat  itu  Pemohon  dengan  Termohon
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sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana

layaknya suami istri sampai dengan saat ini;  

8. Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Pemohon  dan  Termohon

sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit  dibina untuk membentuk

suatu rumah tangga yang sakinah,  mawaddah wa rahmah sebagaimana

maksud  dan  tujuan  dari  suatu  perkawinan,  sehingga  lebih  baik  diputus

karena perceraian;  

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon

untuk  mengajukan  gugatan  perceraian  terhadap  Termohon  atas  dasar

pertengkaran yang terjadi  terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)  dan (h)

Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  berdasar  hukum  untuk  menyatakan

gugatan cerai ini dikabulkan;  

10. Bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  84  ayat  (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang

No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-

AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan

Agama  Tuban  Selatan  untuk  mengirimkan  salinan  putusan  yang  telah

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat

tinggal  Pemohon  dan  Termohon  dan  Kantor  Urusan  Agama  tempat

perkawinan  Pemohon  dan  Termohon  untuk  dicatat  dalam  register  yang

tersedia untuk itu;

PRIMER : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Memberikan  ijin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk

menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di hadapan

Sidang Pengadilan Agama Tuban; 

3. Membebankan biaya perkara sabagaimna peraturan yang

berlaku; 

SUBSIDER : 
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Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara

resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut

tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena  Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir  di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon atas  permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk  menguatkan  dalil-dalil  Pemohonannya,  Pemohon telah

mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah,  Nomor:  0286/004/XI/2020

tertanggal  12  November  2020,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  KUA

Kecamatan  Bancar,  Kabupaten  Tuban,  bermeterai  cukup,  telah  di

nachtzegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.1; 

2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon,

NIK  3523042608980001,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Tuban,  bermeterai

cukup, telah di nachtzegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  atas  nama  xxxxxxxx,

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah di nachtzegelen dan cocok

dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi
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1. xxxxxxxxxx umur 23 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di  Dusun

Brambang RT. 10 RW. 02, Sukoharjo Kec. Bancar Kabupaten Tuban, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;

 Bahwa  saksi  mengetahui  bahwa  Pemohon  bermaksud

bercerai dengan isterinya yang bernama Catur Indah Sari;

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri  yang

sah;

 Bahwa  setelah  akad  nikah  Pemohon  dan  Termohon  di

rumah kediaman orang tua Termohon  di Dusun Pugoh Kecamatan

Bancar - Tuban;

 Bahwa  sekarang  Pemohon  dan  Termohon  telah  pisah

tempat  tinggal  selama  2  tahun  lebih,  akibat  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa  pertengkaran  tersebut  disebabkan  adanya

perbedaan  persepsi  antara  Pemohon  dan  Termohon  dalam

membangun  rumah  tangga  dan  Termohon  selalu  mengelukan

nafkah; 

 Bahwa  selama  berpisah  Pemohon  dan  Termohon  tidak

pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

 Bahwa  selama  Pemohon  pisah  tempat  tinggal  dengan

Termohon  sudah  diupayakan  untuk  rukun  lagi,  akan  tetapi  tidak

berhasil;

 Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon

dan Termohon;

2. xxxxxxxxxxx umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun

Mbrambang RT. 12 RW. 02 Sukoharjo, Kec. Bancar Kabupaten Tuban,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri  yang

sah,   setelah  akad  nikah  tinggal  di  rumah  kediaman  orang  tua

Termohon  di Dusun Pugoh, Kec. Bancar –Tuban;
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 Bahwa  selama  dalam  perkawinan  Pemohon  dan

Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxx;

 Bahwa  sekarang  Pemohon  dan  Termohon  telah  pisah

tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang, akibat dari

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa  pertengkaran  tersebut  disebabkan  adanya

perbedaan  persepsi  antara  Pemohon  dan  Termohon  dalam

membangun  rumah  tangga  dan  Termohon  selalu  mengelukan

nafkah;

 Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  mendamaikan

Pemohon dan  Termohon  agar  rukun  lagi,  namun usaha  tersebut

tidak berhasil;

 Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon

dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana

tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Pemohon  dan  Termohon  adalah

beragama  Islam  dan  bertempat  tinggal  di  wilayah  Kabupaten  Tuban  maka

sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan

Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak

Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130

HIR jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
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Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan

tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil  dan/atau

kuasanya  yang  sah,  meskipun  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  hadirnya  Termohon  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  125  ayat  (1)  HIR

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Termohon  dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan

pendapat ahli  fiqih yang diambil  alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam

Kitab Ahkamul Qur’an juz II halaman 405 yang berbunyi: 

Artinya;  “Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,

kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim,

dan gugurlah haknya”;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa

rumah tangga  Pemohon dan  Termohon  sudah  tidak  harmonis  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

 Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi  antara  Pemohon

dan Termohon dalam membangun rumah tangga; 

 Termohon selalu mengelukan nafkah yang diberikan oleh Pemohon

tidak cukup;  

 Telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dan selama itu

pula sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang,  bahwa meskipun Termohon  tidak  hadir  dan tidak  dapat

didengar  jawabannya,  namun  karena  perkara  ini  perkara  perceraian,  maka

Pemohon  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan  perceraiannya

dengan mengajukan alat bukti yang cukup;
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Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah,

bermeterai cukup, di-nachtzegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  Pemohon  dan  Termohon

adalah pasangan suami istri sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

dan materiil,  oleh karena itu bukti  tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti  P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nachtzegelen, dan cocok dengan

aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai

tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

dan materiil,  oleh karena itu bukti  tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  bukti-bukti  surat  yang  diajukan  oleh  Pemohon

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim  perlu  mendapatkan

keterangan dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami

isteri  tentang  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon

merupakan  orang-orang  yang  dekat  dengan  kedua  belah  pihak,  saksi-saksi

telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo.

Pasal 1911 KUHPerdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menerangkan mengenai

ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri

dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR, Pasal 171 HIR jo.

Pasal 1908 KUHPerdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil

pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  di  persidangan  maka

ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri  yang sah yang

menikah pada tanggal 04 Oktober 2015;

 Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun tinggal di rumah

kediaman orang tua Termohon  di Dusun Pugoh Kec. Bancar-Tuban;

 Bahwa  sekarang  Pemohon  dengan  Termohon  telah  pisah  tempat

tinggal sejak bulan April 2024;

 Bahwa pisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon akibat

dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa  pertengkaran  Pemohon  dengan  Termohon  dikarenakan

perbedaan persepsi  antara  Pemohon dan Termohon dalam membangun

rumah tangga dan Termohon selalu mengeluhkan nafkah yang diberikan

oleh Pemohon;  

 Bahwa selama berpisah,  Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi

saling berkomunikasi dan mengunjungi;

 Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah

diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (2) Pemohon menuntut agar

diberi  izin  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon,  akan

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah

tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain,

di  mana  rasa  saling  mencintai,  hormat  menghormati  serta  saling  memberi

bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar

dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide Pasal 33

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  Jo. Pasal 77 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang,  bahwa  di  antara  doktrin  yang  harus  diterapkan  dalam

perkara  perceraian  bukanlah  ”matri  monial  guilt”  tetapi  ”broken  marriage”
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(pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan

mengetahui  siapa  yang  bersalah  yang  menyebabkan  timbulnya  perselisihan

dan  pertengkaran,  akan  tetapi  yang  terpenting  bagi  Majelis  Hakim  adalah

mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga  Pemohon

dan Termohon (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor 28 PK/AG/1995

tanggal 16 Oktober 1996);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keadaan  senyatanya  sebagaimana

terurai dalam fakta di  atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah

berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 berturut-turut (vide SEMA Nomor

3  Tahun  2023  yang  menyempurnakan  SEMA Nomor  1  Tahun  2022), dan

selama  berpisah  tersebut  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  ada

hubungan lagi  layaknya suami isteri,  Majelis Hakim dan para saksi  keluarga

telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam

rumah  tangganya  namun  tidak  berhasil,  maka  patut  dinilai  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun

kembali;

Menimbang,  bahwa  perkawinan  pada  dasarnya  adalah  suatu  ikatan

lahir  batin  antara  seorang pria  dengan seorang wanita  sebagai  suami  isteri

yang dalam Al Qur’an disebut dengan ”mitsaqon gholidhon” (ikatan yang amat

kuat) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun

2019, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana

dikehendaki  dalam  Al-qur’an  Surat  Ar-rum  ayat  (21)  Jo.  Pasal  3  Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai  tujuan perkawinan

tersebut  tidak  dapat  diwujudkan  dalam  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang

demikian tidak dapat dipertahankan lagi  dan lebih maslahah diakhiri  dengan
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perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa

depannya sendiri;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  perlu

mengetengahkan  petunjuk  Allah  dalam  surat  Al-Baqarah  ayat  227  yang

berbunyi:

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;  

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan

sebagaimana  layaknya  suami  isteri  (ba'da  al  dukhul)  dan  belum  pernah

bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan

oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena

dalil permohonan a quo telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka petitum

angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  semua  pasal  dalam peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj`i tergadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Tuban;
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4. Membebankan  kepada Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil

Akhir  1446  Hijriah, oleh  Slamet,  S.Ag.,  S.H.,  M.H.  sebagai  Ketua  Majelis,

Marwan, S.Ag., M.Ag dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Hakim

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Wawan,

S.H  sebagai  Panitera  Pengganti  dan  telah  dikirim  secara  elektronik  melalui

Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Marwan, S.Ag., M.Ag Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti

Wawan, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses Rp. 100.000,-
3. Panggilan Rp. 36.000,-
4. Biaya Sumpah Rp. 100.000,-
5. Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)
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Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

(telah ditandatangani secara elektronik)

Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H.

Catatan :
Salinan  putusan  ini  disampaikan  melalui  domisili  elektronik  Pemohon  pada
tanggal 11 Desember 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun
2022  jo.  Huruf  C  angka  7  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor
363/KMA/SK/XII/2022.
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